KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 20/PP.06-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1),

ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum
diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat
yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan
politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan
meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara
luas;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang
menyatakan  untuk  mendukung  kelancaran
penyelenggaraan  Pemilihan dapat melibatkan
partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk

pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi
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Mengingat

-0-

Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih
dengan  ketentuan = bertujuan  meningkatkan

partisipasi politik masyarakat secara luas;

bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-
Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros tentang Lokus Desa Peduli
Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
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Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maros Nomor 11/HM.02-Kpt/7309/KPU-
Kab/IlI/ 2021 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maros;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS

Menetapkan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan
Pemilihan pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maros;

Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan
pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri dari :

1. Desa Damai Kecamatan Tanralili;

2. Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai;

3. Desa Pucak Kecamatan Tompobulu;
4

Desa Limapoccoe Kecamatan Cenrana.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Wl{!;{\’l’EN MAROS
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